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PERATURAN WALIKOTA  KOTA TANGERANG 

NOMOR 12  TAHUN  2012 

TENTANG 

PEMBERIAN TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN 
DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

WALIKOTA TANGERANG, 

Menimbang : a.  bahwa dalam rangka tertib administrasi pemberian hak-hak 

kedudukan keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang, diperlukan acuan 
untuk penyusunan RKA dan DPA, serta pelaksanaan 

anggaran belanja daerah yang diberlakukan secara 
komprehensif guna efektivitas dan efisiensi dalam 

pelaksanaannya; 

b. bahwa sesuai dengan Pasal 1 angka 4 dan penjelasan Pasal 
25 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 
Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan 

Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, 
dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan 
rumah jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota Dewan 

Perwakilan Rakyat Daerah, kepada yang bersangkutan 
diberikan tunjangan perumahan yang ditetapkan dengan 
Peraturan Kepala Daerah, Kemudian Belanja Perjalanan 

Dinas yaitu belanja perjalanan Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dalam rangka melaksanakan 

tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah yang 
besarnnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas 
Pegawai Negeri Sipil tingkat A yang ditetapkan oleh Kepala 

Daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
pada huruf a diatas, perlu menetapkan Peraturan Walikota 

tentang Pemberian Tunjangan Perumahan dan Belanja 
Perjalanan Dinas Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang; 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1993 tentang Pembentukan 
Kotamadya Daerah Tingkat II Tangerang (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3518); 

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4355); 



 

 

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah 

beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4844); 

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 

Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang 

Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah 
diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 21 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas 
Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan 

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang 
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, 
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah 

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4737); 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, 

Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja 
Penunjang Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat 

Daerah Serta Tata Cara Pengembalian Tunjangan Komunikasi 
Insentif dan Dana Operasional; 

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah diubah beberapakali, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 

Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 



 

 

11. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan 
Pemerintahan Kota Tangerang (Lembaran Daerah Kota 

Tangerang Tahun 2008 Nomor 1); 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan  : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN 
TUNJANGAN PERUMAHAN DAN BELANJA PERJALANAN 
DINAS BAGI KETUA, WAKIL KETUA DAN ANGGOTA DEWAN 

PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TANGERANG. 
 

BAB I 

KETENTUAN UMUM 

Pasal  1 

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan : 

1. Daerah adalah Kota Tangerang. 

2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Tangerang. 

3. Walikota adalah Walikota Tangerang. 

4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang selanjutnya 

disingkat DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Tangerang. 

5. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah 
Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah 
Kota Tangerang. 

6. Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah 
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang. 

7. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, adalah 
Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota 
Tangerang. 

8. Tunjangan Perumahan adalah Tunjangan yang diberikan 
kepada Pimpinan dan Anggota DPRD selama Pemerintah 
Daerah belum dapat menyediakan rumah jabatan pimpinan 

dan rumah dinas anggota DPRD. 

9. Perjalanan Dinas Dalam Negeri adalah perjalanan ke luar 

tempat kedudukan baik perseorangan maupun secara 
bersama yang jaraknya sekurang-kurangnya 5 (lima) 
kilometer dari batas kota, yang dilakukan dalam wilayah 

Republik Indonesia untuk kepentingan negara atas perintah 
Pejabat yang berwenang. 

10. Perjalanan Dinas Luar Negeri adalah perjalanan dari 

tempat kedudukan ke tempat meninggalkan Indonesia 
untuk bertolak ke luar negeri dan dari tempat tiba di 

Indonesia dari luar negeri ke tempat yang dituju di dalam 
negeri. 

 

BAB II 

RUANG LINGKUP 

Pasal 2  

Peraturan Walikota ini mengatur hal-hal sebagai berikut : 

a. Tunjangan Perumahan; 

b. Biaya Perjalanan Dinas; 

c. Pajak; 
  



 

 

BAB III 
TUNJANGAN PERUMAHAN 

Pasal 3 
Dalam hal Pemerintah Daerah belum dapat menyediakan rumah 

jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, diberikan 
tunjangan perumahan besaran sebagai berikut: 

a. Ketua   : Rp. 12.500.000,-  

b. Wakil Ketua  : Rp. 11.500.000,- 

c. Anggota : Rp. 10.500.000,- 
 

Pasal 4 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 
diberikan dalam bentuk uang belum dipotong pajak dan 

dibayarkan setiap bulan. 

Pasal 5 

Tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kota Tangerang. 
 

BAB III 
BIAYA PERJALANAN DINAS 

Pasal 6 
(1) Biaya perjalanan dinas bagi Pimpinan dan Anggota DPRD, 

terdiri dari : 

a. biaya transport; 

b. uang harian termasuk biaya makan, biaya angkutan 

setempat dan uang saku. 

(2) Biaya perjalanan dinas, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

serta biaya penginapan dengan rincian sebagaimana 
tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak 
terpisahkan dari Peraturan ini. 

 
BAB IV 

PAJAK 

Pasal 7 

Tunjangan Perumahan yang diterima oleh Pimpinan dan Anggota 

DPRD, selain perjalanan dinas dipungut pajak sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan. 
 

BAB V 

KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 8 

Dengan berlakunya Peraturan Walikota ini, maka Keputusan 
Walikota Tangerang nomor 173/Kep.9-Setwan/2010 tentang 

Tunjangan Perumahan Bagi Ketua, Wakil Ketua dan Anggota 
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Masa Bhakti 
2009-2014, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

Pasal 9 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 

2012. 
  



 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Kota Tangerang. 
 

Ditetapkan di  Tangerang. 
pada tanggal 28 Feb 2012 

 

WALIKOTA TANGERANG, 
 
 

 
 

H. WAHIDIN HALIM 
 
 

     Diundangkan di Tangerang 
     pada tanggal 28 Feb 2012 

                           
SEKRETARIS DAERAH KOTA TANGERANG, 

 

 
 
 

        H.M. HARRY MULYA ZEIN 
 

 

  BERITA DAERAH KOTA TANGERANG TAHUN 2012 NOMOR 12 


